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AS AL : 'B_;, S 1 TREPUBLIK INDONESIA

o SURAT KEPUTUSAN |
JAKSA AGUNG REPUBLIK -INDONESIA
. NOMOR : KEP-063 ./J.A/ 7 /1980

TENTANG
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN KBJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pemantapan kemanmpuan aparat Ke -
: | - jaksaan dalam mengemban tugas tanggung jawabnya se-
bagai penegak hukum, perlu ditingkatkan kelengkapan
kepustakaan yang manpu melayani kebutuhan para Jak-

~ sa dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
B.‘bahwa untuk kepentingan ?embinaan serta pengembang-
an pelayanan kepustakaan tersebut, dipandang ' perlu
;qntuk.membentuk Perpustakaan Kejaksaan Agung.

MENGINGAT : 1,:Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang. Kétentu-
-+ ‘ani:Kétentuan Pokok Kejaksian Republik Indonesia ;
2 .'TUndang-Undang Nomor 16 Tahun 1961, tentang Pemben -
7 tukan Kejaksaan Tinggi ; :
SJiKaputuéan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1976,‘tghtang
' Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Iandonesia

we

4. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-088/JA/10/1977
N "tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi
DI . dan Tata Kerja kejaksaan Republik Indonesia. Ay

e
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MEMPE‘%HATIK:’\N Per etujuan Menter:. Penertiban Aparatur Negara daiain
: suratnya Nomor B-ﬁSZ/I/HENPAN/?/SO tanggal 8 Juli -
1980 . ‘ : " '
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MENBTAPKAN

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPUS

TAKAAN KEJAKSAAN AGUNG :

BAB I
PEMBENTUXAN:

Pasal 1

(1) Membentuk Perpustakaan Kejaksaan Agung di lingkung-
an Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perpustaka-
an induk,

(2) Unit-unit perpustakaan yang terdapat pada Unit-unit
lain dilingkungan Kejaksaan RI secara teknis berada
dibawah pembinaan Perpustakaan Kejaksaan Agung.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI :

Pasal 2

(1) Perpustakaan Kejaksaan Aguag adalah unit pelaksana
teknis Sekretariat Kejaksaan Agung dibidang perpus-
takaan setingkat Balai yang berada dibawah dan ber-
tanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Perpustakaan Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang
Kepala.

Pasal 3
Perpustakaan Kejaksaan Agung mempunyai tugas mengelola
dan mengembangkan perpustakaan Kejaksaan Agung serta -~

membina perpustakaan-perpustakaan lainnya dilingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 4 2 & 3 N 0O ES
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Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3,
Perpustakaan Kejaksaan Agung mempunyai fungsi :

a,

mengadakan perpustakaan yang lengkap untuk dapat di -
manfaatkan dalam mendapatkan bahan-bahan pengetahuan
ilmiah dan praktis

meningkatkan kuantitas dan menseleksi kualitas buku-
buku/bentuk-bentuk bacaan lainnya terbitan baru serta
memperbaiki administrasi perpustakaan ;

melakukan pembinaan perpustakaan lainnya dilingkungan
Kejaksaan Agung dan mengadakan kerja sama dengan per-
pustakaan instansi-instansi lain ;

melakukan urusan tata-usaha, urusan pegawal, urusan
keuangan dan urusan rumah tangga.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Perpustakaan Kejaksaan Agung terdiri dari :

a.
b.
C.
d.

(1)

(23

Sub bagian Umum ;

Sub Bidang Pembinaan Kepustakaan ;
Sub Bidang Pemeliharaan ;

Sub Bidahg Pelayanan.

Pasal 6

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ta--
ta usaha kepegawaian, tata usaha keuangan, urusan -
dalam dan mengelola perbendaharaan dilingkwngan Per-
pustakaan Kejaksaan Agung. ‘

Sub Bidang Pembinaan Kepustakaan mempunyal tugas me-
rencanakan, mencari dan mendapatkan bentuk kepusta -
kaan, serta kelengkapan alat-alat perpustakaan.

(3) Sub Bidang ......
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(3) Sub Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan
pemeliharaan bentuk-bentuk kepustakaan, serta kese-
lamatan isi dan ruangan perpustakaan.

(4) Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan ad -
ministrasi perpustakaan, menyusun katalogus, klasi-
fikasi bahan+<bahan kepustakaan, melayani peminjaman
dan pengembalian, bentuk-bentuk/buku-buku kepustaka
an,

BAB IV
TATA KERJA

- Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Kejak ~
saan Agung dan para Kepala Sub Bidang/Bagian, wajib me-
nerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi -
antara satuan organisasi dilingkungan Kejaksaan serta
dengan satuan organisasi pada Instansi-instansi lainnya
yang menangani perpustakaan,.

Pasal 8

Setiap Kepala Sub Bidang/Bagian dalam lingkungan Perpus
takaan Kejaksaan Agung, bertanggung jawab memimpin ba-
wahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta pe-
tunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing,

Pasal 10

Para Kepala Sub Bidang/Bagian pada Perpustakaan Kejak -
saan Agung menyampaikan laporan kepada Kepala Perpusta-
kaan Kejaksaan Agung dan Kepala Sub Bagian Umum menyusun
laporan berkala Perpustakaan Kejaksaan Agung.

Pasal 11 ® & & " &8 e
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Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, Kepala Perpus-
takaan Xejaksaan Agung, wajib menyampaikan tembusan la -
poran kepada satuan organisasi lainnya dilingkungan Ke -
jaksaan Agung yang mengurusi perpustakaan yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENUTTUP
Pasal 12

Perubahan mengenai Organisasi dan Tata Kerja menurut Ke-
putusan ini ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan
Aparatur Negara. |

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITBTAPKAN DI ; JAKARTA. ‘
PADA TANGGAL : i7 JULI 1980.
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